BUPAT! JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR <4 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN JEPARA
BUPATI JEPARA,

. balwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 13 ayat (1)

Peraturan Deersh Kabupaten Jepara Nomor 19
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Keda
Satuan Polsi PFamong Praja Kabupaten Jepara, maka
pert distapkan Penjabaran Tugas dan  Fungsi
Satuan Polsi pamong Praja Kabupaten Jepaa
Kabupaten Jepara;

bahwa untuk maksud tersabut hurf a peru
d letapkan dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 lertang

Pembentukan Dserah-daerash Kabupaten Dalam
Lingkungan Proplnsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomgor 4389),

Undang-Undang Nomor X2 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republ k
indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Repubilk indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kall divbah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32
Tehun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republk
indonesia Nomor 4844):



4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dgan Pemerintah Detrsh {Lembaran Negara Republik
indonesia  Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negas Repubik Indonesia Nomor
4438).

5 Paraturan Pamerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang
Padoman Pembinaan dan Pangawssan
Penyslenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4583);

8 Pecaturan Pemerntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Linusan Pemenntahan Antara Pemenntah,
Pemenntahan Dasrsh Provinsi Dan Pemet rtahan
Dasah Kabupalen / Kota (Lembaran [Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

7. Peraturan Permerntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Ovrganisasi Perangkalt Daerah (Lembaran Negara
Repuwblk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4741);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tertang
Satuan Polsi Pamong Praja (Lembaran Negars
Reputik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5084);

9 Pematuan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengasahan, Pesngundangan dan Penyebariuasan
Peraturan Perundang-undangan;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun
2008 temang Urusan Pemerintahan Yeng Menjad
Kewenangan (Pemerintahan Daeerah Kabupaten
Jepara (Lembarsn Dsersh Kabupaten Jepara Tahun
2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daersh
Kabupasten Jepara Tabun 2008 Nomor 2}

11.Persturan Daersh Kabupaten Jepara Nomor 19
Tahun 2010 Dnuhg Organisasi den Tata Kerja

satuan Poksi Praja Kabupaten Jepara
(Lembaran Dumh Kebupaten Jspara Tahun 2010

Nomor 18, Tambahan Lembaran Deersh Kabupaten
Jepara Tahun 2010 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:
Manatapkan @ PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS

DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEFARA.



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inl yang d maksud dengan:

1. Daersh adaiah Kabupaten Jepara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupat dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pamerintahan daerah,

3 Bupati adaleh Bupati Jepara

4 Sekretars Daerah adalsh Sekretars Daerah Kabupaten Jepars;

5 Satusn Polisi Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian

Perangkat DOaersh dalam penegakan Peratwan Daerah  dan

penyelenggaraan ketertiben umum dan ketentraman masyarakat;

Ketertban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan

dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

masyarakat dapat metakukan keg atanya dengan tenteram, terth dan teratur.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang
berada pada Satuan Polisi Pamong Praia.

BAB )

=

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organ sas: Satuen Polsi Pamong Praja terdini dan:
1. Kepaa:
2 Sekretariat , membawehi
a Sub Baglan Perencanaan den Evaluasi,
b Sub Bagan Keuangan;
¢ Sub Bag an Umum dan
3 Budang pembinsan, Operasional dan Pamngnkan Perda, membawahi
8. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
b Seksi Operasional dan Penegakan Perda.
4 Bidng Perdndungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasilss,
meambawahi:
a Seksi Periindungan Masyarskat;
b. Seksi Pengambangan Kapasitas.
S Bidang Penangguiangan Bancana, membawahi
a. Seksi Pencegahan dan Kesiagaan:
b Seksi Log stk Rehabiitas| dan Rekonstruksi.
6. Kelompok Jabatan Fungsi onal.

BAB I
TUGAS DAN FUNGSI

Bagan Pertama
Tugas dan Fungsi Sstuan Polai Pamong Praja

Pasal 1
(1) Satuan Poisi Pamong Praa mempunyai tugas menegakkan Perturan

Deerah den menyelenggarakan ketertiban umum dan katenteraman
masyarakat serta perindungan mas yarakat.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebaga mana dimaksud pada ayal {1). Satuan

Polsi Pamong Praia mempunyai fungsi :

s panyusunan program dan peisksanaan penegakan Peraturan Daerah,
penyelenggarasn ketertban umum dan ketenteraman masyarakal serta
perindungan masyarakat;

b pelaksanaan kebjskan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

¢ pelaksansan kebiakan penyelengparaan ketertban umum dan
ketanteraman masyarakat d daerah;

d peilaksanagn kebjakan perindungan mas yarakat,

e pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati,
penysienggaraan Ketertban umum dan ketenteraman masysrakat
dengan Kepoksian Negara Repubiik indonesia, Penyidik Pegawai Neger
Sipi Daerah, dan/atey aparatur lainnya;

f pengawasan terhadap masyarskat, aparatw, atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati Peraturan Deerah dan Peraturan Bupati; dan

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan ceh Bupsati sesuai tugas dan
fungsinya.

Bag.en Kedua
Kepaln

Pasal 5

Kepsia Satuan Polisi Pamong Fraja mempunysi tugas memimnpin dan
bertanggungiawab atas pelaksansan tugas pokok dan fungsi Satuan Poisi
Pamong Praja sebaga.mana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Bagan Kstiga
Sekretanat

Pasal B

(1) Sekretariat mempunyai tugess melaksanaken kegiatan surat-menyurat,
pevialanan dinas, periengkapan, kepegawaian, keuangan, kearsipan.
pemelharaan dah penyusunan program, evaluasi dan laporan.

(2) Sekretariat dpimpn Oleh searang Selrelars yang berada dbawah dan
bertanggungiswab kepada Kepala Satyen Polsi Pamong Praja.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
Sekrstaniat mempunyal fungsi:
a. persncanaan, svaluasi dan laporan;
b penysienggaraan sural menyurat, kearsipan, kerumahtanggean dan
penalanan di.nas

wrusan kepegawal an, keuangan dan dokumentasai;
penyajlan bahan kebkakan pimpinan;
peloksanaan tugas-tugas lan yang diberkan ceh Kepala Satuan Polsi
Pamong Praja sesuai tugas dan fungsinya .

a0



Pasal B

(1) Sekretariat terdn dai .
a Sub Bagan Perencanaan dan Evaluasi;
b Sub Bagan Keuangan
¢ Sub Bagan Umum den Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana d maksud pada ayat (1) dipimpin
olsh ssorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretans.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun nencana
dan evaluasi pelaksanaan program kegatan serta laporan Instansi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tuges sebageimana dmaksud dalam Pasal 9 Sub

Bagan Perencanasn dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan dan pengendakan program kerja,

b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis,
Penetapan Kinerja, Rencana Ker@ dan Anggaran saita Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

¢. pelskssnaan penyusunan Laporan Akuniabiitas Kinerja instansi Pemerintah
dan laporan-iaporan insidentl

d pelaksanaan pengumpulan, peneltan, analisa, pengelolaan, penyajlan data
dan menyiapkan bahan laporan kinevja Satuan Polisi Pamong Fraja serta
menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

&. psnyusunan laporan sesusi dengan bidang tugasnya;

f pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis d bidang
Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat
pelsporan kegiatan Satuan Pollsi Pamong Praja;

g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk
menyalesadan masaah sesud lingkup tugasnya,

h pengkoordinasian peisksansan fughs secara internal dan sesuasi lingkup
tugasnya

i. pelaksanaan monftoring dan evaluasi kineria sesuai lingkup tugasnya;

j. penyispan bahan penyusunan laporan kinedja dan keuangan sesual lingkup
tugasnys,

k. pelaksansan pembinasn, peniaan den evalussi kinerna bawahannya;

penysienggaraan keg @an adminisirasi Sub Bagan [Perencanasn dan

Evaluasi;

m. peiaksanasn tugas-tugas lan yang dibenkan oleh Sekretaris sesual dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyal tuges melaksanakan adminstrasl penata

usahasn kesuangan pengelclaan keuangan dan pertanggungiawaban
admnisiresl keuangan

Pasal 12
Untuk menysienggarakan tugas sebaga mana dimaksud dalam pasat Pasal 11,

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. perencanaan keuangan Satuan Polisi Famong Praje:



Y

b penyusunan anggeran belanja langsung dan hdak langsung.

¢ pelaksanaan kegatan perbendaharaan meliputi pembukuan, venfikas

rekapluiasi dan dokumentasi peisksanaan belanja langsung dan ek

langsung.

penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

pelaksanaan koordnasi secaa intemal d lingkungan unit kerja;

peiaksanaan dan pengkoordinasian pengeiciaan administrasi keuangan dan

akuntansi Satuan Polisi Pamong Praja;

pembuatan laporan sesua dengan bidang tugasnya,

pengkoordinasisn penyiapan bahan perumusan kebjakan teknis dibdang

keuvangan,

pamberian saran, pendapat dan pertmbangan kepada atasannya untuk

menysiesakan masalah sesua ingkup tugasnya;

j, psngkoomdinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya,

k. pelaksanasn monilorng dan evaiuasi kinerja sesual lingkup tugasnya,

|. penyiapan bahan pertyusunan laporan Kinera dan keuangan sesua lingkup
tugasnya

m :lughknnam pembinaan, penia an dan evaluasi kinerja bawahannya:

n peisksanaan tugas-tugas lan yang diberikan oleh Sekrelaris sesual dengan
tugas dan fungsinya.
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Pasal 13

Sub Bagasn Umum dan Kepegawaisn mempunyal tugas menyelenggarakan
urusad suwat menyurat  kears pan, kerumahianggaan pefjalanan dinas,
pariengkapan, dan kepegawal an.

Pasal

Urtuk menyslenggarakan tugas sebagaimana d meksud dalem Pasal 13, Sub
Bagan Umum dan Kepegawsian mempunyal fungsi :

. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang.

penyusunan data dan administrasi inventaris Satuan Polisi Pamonyg Praja;
pelaksanaan ketatalaksanaan umum maeliputi administrasi umum, surat
menyural, kears pan dan admn strasi kepegawaian;

pelsksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;

pelsksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkanioran;

pelaksansan pangeioiasn barang inventarisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
pengurusasn mutasi, dkial kesejahteraan pegawai, hek dan kewsjiban
pelaksanaan tygas pembinaan administrasi umum dan kepegewaian;
peiaksanaan koord nas: secara internal di lingkungen unit kerja;

pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;

pengkoardinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan tekns d bidang
Umum dan kepagawaian;

| pemberian saran, pendapat dan pertmbangan kepada atasannys untuk
menyelesakan masalah sesuai ingkup tugasnya.

pengkeord nasian pelaksanaan tuges-tugas sesuai lingkup tugasnya.
panyapan bahan penyusunan laporasn kinerja dan keuangan sesuai bidang
tugasnya;

o pelaksanaan momtonng dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesual
lingkup tugasnya:

peiaksanaan pembinasn, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
palaksanaan tugas-tugas kiin yang dberkan oeh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya

LEI -
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Baglan Keampat
Bidang Pembinasn Operasional dan Fenegakan Perda
Pasal 15

(1) Bidang Pembinaan Operasional dan FPenegakan Perda mempunyai tugas
pelsksanaan keg.atan Pembinaan dan Pengawasan serta Operasional dan
Penegakan Perda.

{2) Bidang Pemblnaan Operasioral dan Penegakan Perda dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dbawah dan bertanggungjewab kepada Kepala Satuan

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dmaksud dalam Pasal 15, Bidang

Pembinaan Operasional dan Penegakan Perda mempunyai fungsi;

a penyusunan dan perencanaan kegatan Pembinaan Operasional dan
Penegakan Perda;

b penyispan bahan penyusunan padoman dan pefunjuk tekns pelaksanaan
Pembinaan Operasional dan Penagakan Perda

¢ pelaksanasan pembinaan dan penegekan Peraturan Daerah dan Peraturan

d japan bahan untuk upaya tindak lanut hasil penertiban / penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

o fasitasi pemberdayaan lembage kemssyarakatan bidang ketentraman dan
katartiban mas yarakat:

f  psisksanasn lugas-tughs ian yang diberikan oeh Kepaa 3Satuan Poks

Pamong Praja sesuai tugas dan fungsinya.

Panal 17

{1} Bidang Pembinsan Operssional dan Panegakan Perda terdirl dani:
& Selsi Pembinsan den Pengawasan;
b Seksi Operasionsl dan Penegakan Perda..

{2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayst (1) dipimpin oleh
seorang Kepas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang Pembinaan Operasonal dan Penegakan Pevda.

Pasal 18

Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugss melaksanakan keg atan
pambinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban masyarakat,,

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Seks

Pembinaan dan Pengawasan mempunyal fungsi :

8. penyusunan dan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan;

b penyiapan bahan pedoman dan pelunjuk tekirs pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan



¢ pelaksanasn Pembinsan umum melputi pembenan pedoman den stander,
bimb.ngan, supervisi mortonng dan evaluasi penyelenggarsan tugas Satpol
PP,

d fasiitasi pemberdaysan lembaga kemssyarakaten bideng ketentramen dan

ketertban masyarakat;

mendistribusian tugas kepada af sesusi bidang tugasnym untuk

memperiancar pelaksanaan kegiatan;

memberikan petunpk kepads staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tuges,

memerksa peisksanaan tugas otaf agar diketahui tingkat efektritas dan

ofisiansi pelaksansan kag atan

pernyajian bahan kebyakan psmpinan;

pelaksanaan keg atan administrasi Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

petaksanaan tugas lan yang diberikan kepala Bidang Fembinaan

Operasional dan penegakan Perda sesua tugas dan fungsinya.

Pasal X

Sekai Operssional dan Penegeken Perda mempunyai tugas melaksanakan
keg.atan Operasional dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Basnt 71

Untuk menyelenggarakan tugas sebaga mana dimaksud delam pasal 20, Seksi
Pembinasn dan Pengawasan mampunyai fungsi :
a panymmmdmpumkngmopemmldanFmakaan
b penyiapan bshan pedoman den petunjuk teknis pelaksanaan Operasional
dan Penegakan Perda;
c. Pelsksanaan Penegskan Peraturan Deerah dan Peraturan Bupati
d Penyiapah bahan untuk upaya tndak lanjut hasil penertiban / penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupath
mendistribusikan  tuges kepads staf sesusi bidang tupesnya untuk
memperiancar pelaksanaan keg stan
membeanksn petunuk kepads staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas
. memarikss peiaksanash tugas staf agar diketahui tingkat efektrvitas dan

|
i
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X

Bideng Periindungan Mesyarskat dan Pengembangan Kapasitas
Pasal 22

(1) Bideng Perindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas mempunyai
tuges pelaksanasn kegistan periindungan masyarakat den peangembangan

E-

(2) Bidang Periindungan Masyarakal dan Pengembangan Kapasitas d pimpin
oleh seorang Kepals yang berada dbawsh dan bertanggungjiawab kepada
Kepaa Sstuan Poks: Pamong Praja.



Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebaga mena d maksud dalam Pasal 22 Bigang

Perindungan Masyarskat dan Pengembangan Kapasi las mempunyai fungsi;

4. penyusunan dan perencanaan keplatan Perlindungan Masyarakat dan
Pengembangan Kapasitas.

b penyispan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tekns pelaksanasn

Periindungan Masyarukat dan Pengembangan Kapasitas,

perencanaan kegiatan pembinaan personil Satpel PP dan Linmas:

pangembangan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap anggota

Satpol PP dan Liwnas, ‘

pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan operasional Setpol PP dan Linmas:

pangelolsan sarana dan prasarana kerna Satpol PP dan Linmas,

fasiitasi peningkatan sumber daya manusia satuan perindungan masyarakat

pelsksanaan tugas-tugas lain yang dibernkan oleh Kepsla Satuan Polsi

Pamong Praja sesuai tugas dan fungsinya.

an
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Pasal 24

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas terdri dan :
a Seks Perlindungan Masyarakat,
b. Seksi Pengembangad kapas tas

(2) Masing-masing Seks: sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala yany berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala
Bideng Periindungan Masyarskat dan Pengembangan Kapasi Las.

Pasal 25

Seka Pedindungan Masyarakat mempunyai fugas melaksanakan koordinasi,
penyusunan rencana dan progam perlindungan masyarakat serta

pemberdayasn satuan perlindungan masyarakat..
Pasal 8

Untuk menysienggarskan fugas ssbagsimana dimaksud delem pasal 25, Seksi

Periindungan Masyarakat mempunyai fungs::

a penyusunan dan perencanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat,

b. perwyiapan bshan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanasn Pertindungan
Masyarakat;

€. perencanasan sumber daya manusia perlindungan masyarakat,

d pembinaan dan penlngkatan kesejahteraan satuan Linmas;

e koordinasi, fasi tasi, dan evaluasi paermasalahan-permasalahan dari masing-
masing satan linmas,

[ pelsksanaan pend diun dan peigthan Inmas sed pengerahan satusn
hnmas;

koordinasi petaksanaan tata upacara;

peningkatan sarena prasarana |nmas;

mend sinbusikan tugas kepada =af sesuai bidang fugasnya untuk

meamperiancar psiaksanasn kegatan,

memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas,

memenksa pelaksanaan tugas staf ager diketahui tingkat efektrvitas dan

efisiens) palaksansan kegiatan;

. peryajlan bahan kebijakan p.mpinan;

ko



m. pelk 3anaan kegiatan sdmanstras Sekw Perindungan Masyamiat;
n pelaksansan tuges Isn yang dbenkan kepsia Bidang Periindungan
Magyarskat dan Pengembangan Kepasias ssiudi uges dan fungsinya

Pasal 27

Seksi Pengembangan Kepksites mempunysi tugas melaksanakan penyusunan
den perencanam kagsaian penbinaen personil, sarana den prasarana kena
Satpol PP.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas uhmm dmaksud dalam pasal 27, Seksi

a. 1

b. penyispan bshan padoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Polwnbaman
Kapasias;

C. pencanaan kegistan peambinaan personil Satpol PP;

d. pengambangan penngkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap anggota

Satpol PP;

Pengeiolaan sarana dan prasarana kerja Satpol PP.

mendistribysikan tuges kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk

memperiancar palaksanaan kegiatan,

mambenkan petunguk kepada staf urtuk SKIoNisasi pelaksansan wugas;

mameiksa pelaksanaan tugas staf agsr dketshui tingkat efeltivites dan

oftsiens palaksanaan kogabm;

penyajian bahan kebiakan pimpinan;

peisksanaan kogiatan adminstras: Seksi Pangermbangan Kapasitas,

pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepaa Bidang Peilindungan

masyarskat dan Pengembangan Kapasitas sesusi tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Budang Penanggulangan Bencana

-~
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FPasal 20

(1) Bidang Penangpuiangan Bencans mempunyai tugas pelaksansan kegiatan
Pencegahan dan Kesogaan serta panyiapan logistik, koordinasi pelaksanaan

{2) Bidang Penangguisngan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawsh dan bertanggungi e b kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 30

Untuk menysienggarakan tugas ssbagaimans dmaksud dalam Pasal 20, Bidang

Ponlw Bencana mempunyai tungsi ;
penyusunan dan perencanaan kegiaan penanggulangan bencana;

b. penyiapan bshan penyusunan psdoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
penanggulangan bencana:

C. peisksanaan kegiatan Pencegahan dan Kesiagasn serta penyiapan logistik;

d koordines pd &8 anaan rehabiltasi dan rekonstruksi

e. penetapan sitandansasi senta kebutuhan penyelenggarasn penangguiangan
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;



f penyusunan psnetapan dan meng. nformasikan peta rawan bencana nglup
daerah;

g. penyusunan dan penetapan prosedur leiap penanganan bencana;

h pelaporan penysisnggarsan penangguiangan bencana kepada bupsti setap
bulan sekal dalam koncsi normal dan setiap sast delem kondm darurat
bencane,

i. pelsksanasn fugas-tugas lein yang diberikan cleh Kepals Satuan Poisi
Pamong Priya sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Bidang Penanggulangan Bencana terdini dan :

(2) Masing-masng Seksi sebagamana dimaksud dalam ayat (1) dpimpin deh
ssorang Kepala yang berada dbawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 32

Seksi Pencegahan dan Kes agasn mempunyai lugas melaksanakan koordinasi,
penyusunan rencana dan program pencegahan, mitigasi dan kesiagaan pada
prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana d maksud dalam pasal 32 Seksi
Pencegahan dan Kesiagaan mempunyai fungsi

a. penyusunan dan perencanaan kegiatan pencegahan dan kesiagaan

b penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan

dan kes agaan

C. perumusan kebjakan pencegahan, mitigesi dan kesiagasn padd pra bencana
dan pemberdayaan masyardiua,

d komando pelskssnsan penanggulangan bencana pads sasl tanggap darurat;

8. pelaksanaan hubungan kerja dengan (nstansi atau lembaga terkalt;

! pemantauan. evaluas: dan analsis pelaporan tentangy pelakssnaan kebiakan
pancegahan, mitigaki dan kesiagaan pade prabsncana;

g mendistibuskan tugas kepada staf sesuai bidang tugssnym  untuk

mamperiancar palaksanaan keg atan
h membenkan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi pslaksanaan tugas
i. memenksa pelaksanaan tugas stal agar diketahui tingkat eleitivites dan
efsiensi pelaksanaan kegiatan
penyajian bahan kebjjakah p mpnan
pelsksanaan keg atan administrasi Seksi Pencegahan dan Kesiagaan;
polaksanaan lugas lain yang diberikan kepala Bidang Penanggulangan
Bencana sesual tugas dan fungsinya.

—

Pasal 34

Seksi Logistk, Rehabilitas: dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan perencanaan kegiatan dan mengkoordinasikan kebjakan
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan dukungan log.stik
sevta penanggulangan bencana pada pascabencana.



Pasal 35

Untuk menysisnggarskan tugas sebagaimana dmaksud dalam pasal 34, Sexw

Logistik, Rehabiltasi dan Rekonstruksi mempunysl fungsi :

a menyusun dan Merencanaken kegiatan logistik, rehabiitasi dan rekonstruks:

b. menyspkan bahan padoman dan pastunjuk teknis pelaksansan kegistan
iogistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;

¢ merumuskan kebjakan di bidang penanganan peangungsi dan dukungan
logsik serta penangguiangan pasca bencana

d. melialksanakan hubungan kenja d bidang penangguiangan bancana pada saat
tangap darurat, pananganan pengungsi dan dukungan logmstik;

e melaksanakan hubungan kena & bdang penangguiangan bencana pada
pasca bencana,

f memantau evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebjakan d bidang
penanggulangan bencana pada pasmbencana |

g. mendistibssikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya untuk
mempertancy pelaksanaan kegiatan

h membenkan petunjuk kepada stal untuk sinkronsasi psisksanssn tugas;

i. memenksa pelaksansan tugas staf agar diketabu tingkat efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan kegiatan

. menyagkan bahan kebjakan pimpinan

k. melaksanakan kegiatan administrasi Seksi Pencegahan dan Kesiagaan

I. melaksanakan tugas lan yang diberikan kepsia Bidang Penanggulangan
Bencana sesual tugas dan fungsmya.

BAB v

KETENTUAN PENUTUP

Pasai 36
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